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ABSTRAK

Keimigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu Negara,
Mengingat tugas dan tanggung jawab yang diembannya sangat menentukan
keberadaan dan kekuatan Negara yang bersangkutan. Seluruh Warga Negara
Indonesia maupun Warga Negara Asing setiap kali masuk dan keluar Wilayah
Negara Indonesia pasti berurusan terlebih dahulu dengan bagian Keimigrasian. Tidak
jarang persoalan Kewarganegaraan suatu Negara akan berkembang menjadi
persoalan besar akibat kelengahan dari bagian Keimigrasian Negara tersebut.

Masalah Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing, mulai dari
penggunaan Visa yang tidak sesuai, masalah penindakan Keimigrasian terhadap
Tenaga Kerja Asing yang melebihi batas waktu Izin Tinggal yang diberikan
(Overstay), Masalah dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pengawasan
Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing baik dari minimnya pengetahuan masyarakat
sampai peranan aparat penegak Hukum, Menjadikan Tindakan terhadap
penyalahgunaan Izin Keimigrasian sebagai suatu Tindakan yang memerlukan
penanganan Khusus. Skripsi yang berjudul “ Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal
Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Medan “ mengetengahkan
permasalahan sendiri mengenai Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Medan
terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing, serta Faktor-Faktor yang menjadi
penyebab dalam penyalahgunaan Izin Keimigrasian dan upaya-upaya apa saja yang
dapat dilakukan dalam menangani penyalahgunaan Izin Keimigrasian.

Penulis menggunakan metode penelitian dengan metode yuridis empiris, Pada
tahap awal penulis terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap bahan Hukum
yang berkaitan dengan penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tahap selanjutnya
Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari Narasumber yaitu
dari Kantor Imigrasi Kelas I Medan yang bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisa bagaimana Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing
yang berada di Indonesia Khususnya di Medan.

Adapun yang menjadi penghambat Efektifitas Pengawasan Kantor Imigrasi
Kelas I Medan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan
Pengawasan Orang Asing dan juga kurangnya anggaran dana dalam melakukan
Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan.
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administrasi sesuai dengan Pasal 75 butir 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana dinyatakan bahwa :

1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian
terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan
kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban
umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-
undangan.

2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat
berupa:

a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;

b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

¢. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah
Indonesia;

d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah
Indonesia;

€. pengenaan biaya beban; dan/atat

f. Deportasi dari Wilayah Indonesia

3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan
terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha
menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari pemerintahan maka
secara administratif Imigrasi melaksanakan tugas pemerintahan yang mana hal ini
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akan mengandung pengertian bahwa Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan,
pemerintah selaku publik service mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam
melaksanakan pembangunan, kewenangan itu harus dipergunakan dalam kerangka
negara hukum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum
perdata. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau
kewenangan disejajarkan dengan bevoeghieid, tetapi mempunyai perbedaan
karakter. Bevoeghieid digunakan dalam hukum publik dan hukum privat.
Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian,
wewenang sejajar dengan bevoeghieid dalam hukum publik.

Dalam teori hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata
negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara, wewenang
dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi wewenang berkaitan dengan
kekuasaan. Wewenang terdiri atas minimal tiga unsur yaitu pengaruh, dasar hukum
dan konformitas hukum. Wewenang dapat pula dilukiskan sebagai suatu
kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.

Dengan adanya unsur kekuasaan, maka wewenang merupakan legitimasi
bagi dikeluarkannya keputusan-keputusan sepihak yang bersifat mengikat terhadap
orang lain. Pelaksanaan wewenang itu dapat melahirkan norma-norma hukum
material maupun hukum formal.

Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh

wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala,
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wewenang itu menjadi tanggung jawab dari delegetaris. Syarat-syarat delegasi

adalah:

a. Harus definitif, artinya bahwa delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri
wewenang yang telah diserahkan.

b. Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya bahwa
delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan

perundang-undangan;

c. Tidak kepada bawahan, artinya bahwa dalam hubungan hirarki kepegawaian
tidak diperkenankan ada delegasi;
d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya bahwa delegasi

berwenang meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
e. Merupakan peraturan kebijakan (beleids-regel), artinya bahwa delegasi
memberikan instruksi tentang penguraian wewenang tersebut.

Dengan demikian, pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi
wewenang. Triepel membedakan delegasi atas primare dan secundare delegation.
Pembedaan itu dilakukan berdasarkan pada aspek kuantitas dan kualitas (sifat).
Primare delegation berkaitan dengan jumlah atau keluasan kewenangan yang
didelegasikan, yang dapat bertambah atau berkurang. Sedangkan Mandat
merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan (mandataris) untuk

membuat suatu keputusan atas nama yang memberikan mandate (mandans).
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C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang tersebut diatas, maka

permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kemigrasian terhadap izin

_ tinggal tenaga kerja asing yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Medan ?

2. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja

Asing yang telah menyalahgunakan Izin Tinggal yg telah diberikan ?

D. Hipotesa

1. Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat

permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan

dengan ;

a.

b.

Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi ;

Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau
Pencegahan ;

Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah
Indonesia ;

Pengambilan foto dan sidik jari, dan :

Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

. Deportate ( Deportasi ) 6 bulan, 1 tahun dan selamanya.

EPO ( Exit Permit Only ) pemulangan tanpa kembali.

Detensi Imigrasi ( penahanan penjara / rudenim ) sampai dengan masa ada
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2. Penelitian Lapangan (field research) merupakan penelitian yang dilakukan
langsung ke lapangan dengan melihat secara langsung serta meminta data yang
sesuai dengan skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan terkait

'dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini.

G. Sistematika Penulisan

- BABIPENDAHULUAN, merupakan bab yang akan menjadi pengantar kepada
pembaca untuk dapat lebih mengetahui apa yang menjadi pokok persoalan yang
disajikan oleh penulis yang mana pada bab ini terdapat sub-sub bab yang akan
menjelaskan tentang penegasan dan pengertian tentang judul, alasan pemilihan
judul, permasalahan, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan
sistematika penulisan

- BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN, merupakan bab
yang menjadi pengantar kepada pembaca untuk dapat mengetahui pengetahuan
dasar terhadap Imigrasi, dimana akan disajikan mengenai legal standing
lembaga Imigrasi, Sejarah, Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsi dari
Lembaga Imigrasi tersebut serta pengertian izin tinggal, jenis-jenis izin tinggal
serta regulasi dan tata cara persyaratan, pemberian serta penolakan visa .

- BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,
merupakan bab yang akan menyajikan pengantar dasar mengenai Pengertian,
Ruang Lingkup serta Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara.

- BAB IV PEMBAHASAN, merupakan bab yang akan menyampaikan tentang
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penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-
kegiatan.

Pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat dipergunakan sebagai
pedoman atau pegangan sebagai berikut. .Hukum Keimigrasian adalah himpunan
petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar
wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di
wilayah Indonesia.

Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam Hukum publik yaitu Hukum
yang mengatur hubungan antar individu dan negara (Pemerintah). Keterkaitan
strategis antara kepentingan negara terhadap ikhwal keimigrasian yang
bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan negara dan aspek pendekatan
kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif
yang bersifat umum.

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun
karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak
sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah
sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana
keimigrasian.

Walaupun termasuk dalam Hukum administatif, mengingat keimigrasian
terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemuka adalah bahwa
keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan negara, oleh karena itu untuk
mengawal penegakan Hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat
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Undang Dasar 1945.

Dalam. rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan
nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan
antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan

keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Kedudukan dan Wewenang Keimigrasian
Perihal kedudukan dan wewenang Keimigrasian mengenai urusan warga
Negara asing diatur jelas dalam Pasal 105 sampai 107 Undang-Undang No. 6 tahun
2011 tentang Keimigrasian.
Sebagaimana tercantum di dalam pasal 105 Undang-Undang No. 6 tahun
2011 dijelaskan bahwa “ Pejabat Imigrasi diberi wewenang sebagai penyidik tindak
pidana keimigrasian yang dilaksakan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
Di dalam pasal 106 dijelaskan bahwa PPNS Keimigrasian berwenang :
a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian
b. Mencari keterangan dan alat bukti.
c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan
seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.
f. Menahan, memeriksa dan menyita dokumen perjalanan.
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g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan
‘memeriksa identitasnya.

h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada
hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.

i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya
sebagai tersangka atau saksi.

j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.

k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan
tindak pidana keimigrasian.

. Mengambil foto dan sidik jari tersangka.

m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang
berkompeten.

n. Melakukan penghentian penyidikan, dan/atau.

0. Mengadakan tindakan lain menurut hokum.

Di dalam Pasal 107 disebutkan :
1. Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas

perkara ke penuntut umum.
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Kewenangan Penyidik dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan Hukum
Acara Pidana yang pada dasarnya adalah aspek administratif dalam pelaksanaan
kewenangan yang diatur sesuai Undang-Undang yang ada.

Mengenai syarat dan prosedur pengangkatan PPNS diatur tersendiri dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Mengenai hubungan koordinasi fungsional
dan instansional dalam rangka pelaksanaan penyidikan sesuai dengan KUHAP,
maka hubungan Penyidik POLRI sebagai Koordinator dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya
berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberi bantuan penyidikan yang
diperlukan (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana
yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang
telah selesai kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
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karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk:
1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan atau
keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan
alamatnya.
2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya
pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari Sembilan puluh hari.
Menurut ketentuan Undang-Undang No. 6 tahun 2011, yang berkewajiban
untuk melakukan pengawasan adalah Pejabat Imigrasi dengan koordinasi bersama
Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Badan atau Instansi tersebut antara
lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan
dan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi
Intelijan Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian
koordinasi pengawasan orang asing ini dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan
pendaftaran orang asing dan kewajiban orang asing yang telah memperoleh izin
tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia setempat.
Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di
wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan
ketertiban umum, tidak menghormati dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM berwenang untuk :
1. Membatasi, mengubah atau membatalkan izin keberadaan orang asing tersebut.
2. Melarang orang asing tersebut untuk berada di suatu atau beberapa tempat
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tertentu di wilayah Indonesia.

3. Mengharuskan orang asing tersebut untuk bertempat tinggal di suatu tempat
tertentu di wilayah Indonesia.

4, Mengusir atau mendeportasi orang asing tersebut dari wilayah Indonesia atau
menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.

Terhadap keputusan yang berisi tindakan keimigrasian ini, maka orang
asing yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan
HAM.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di
karantina imigrasi apabila :

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah.
2. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah
Indonesia.

Akan tetapi apabila orang asing tersebut adalah anak dibawah umur atau
sedang sakit dan memerlukan perawatan yang khusus, atau karantina imigrasi tidak
dapat menampung orang asing itu dapat ditempatkan di tempat lain.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu
tidak lebih dari enam puluh hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenai
biaya beban. Besarnya biaya ini diatur oleh Menteri Hukum dan HAM dengan
persetujuan Menteri Keuangan.

Setiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan untuk mendaftarkan
diri dalam waktu satu minggu setelah ia masuk ke Indonesia. Namun ada sejumlah
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Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka izin tersebut dapat
diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas diplomatik di wilayah Indonesia
dan atas persetujuan Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk. Izin ini
diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
diberikannya izin tersebut, izin ini dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun

untuk setiap kali perpanjangan.

D.2. Izin Tinggal dinas

Izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah
Indonesia dengan visa dinas. Izin tinggal dinas terdiri dari 2 (jenis), yaitu :

a. Izin dinas kunjungan, dan

b. Izin dinas untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Izin dinas kunjungan diberikan kepada orang asing dalam rangka
melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau
organisasi internasional. Izin ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin tersebut, izin ini dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Izin dinas untuk bertempat tinggal di Indonesia diberikan kepada orang
asing dalam rangka melakukan tugas resmi dari pemerintah asing atau organisasi
internasional. Untuk mendapatkan izin tinggal ini terlebih dahulu orang asing
tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri ataupun

pejabat yang ditunjuk untuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
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b. Visa Dinas.
c. Visa kunjungan, dan.
d. Visa tinggal terbatas.

Visa Diplomatik diberikan kepada mereka yang tugasnya Dbersifat
diplomatik. Pemberian visa diplomatik dapat diberikan berdasarkan perjanjian
internasional, asas timbal balik dan penghormatan.

Visa Dinas diberikan kepada mereka yang melaksanakan tugas resmi dari
pemerintah yang bersangkutan atau diutus organisasi internasional tidak bersifat
diplomatik.

Visa Kunjungan diberikan bagi mereka yang bermaksud melakukan
kunjungan Indonesia dalam rangka untuk keperluan tugas pemerintahan,
pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah
untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Visa kunjungan diberikan untuk
keperluan yang bersifat mendadak permintaan dari instansi pemerintah atau
lembaga swasta yang memerlukan dan menjamin selama permohonan berada di
Indonesia untuk jangka waktw 30 hari sejak diberikan izin masuk.

Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan (Multiple Visa) adalah visa
kunjungan yang diberikan kepada orang asing untuk melakukan beberapa kali
perjalanan ke wilayah Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun dalam
kunjungan usaha tidak untuk bekerja, paling lama 60 hari setiap kali kunjungan
terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk di Indonesia.
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kepada:

(a) Kepala Perwakilan Rl di luar negeri atau pejabat lain yang ditunjuk
berwenang memberikan atau menolak pemberian Visa Singgah, Visa
Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

(b) Visa Singgah dan Visa Kunjungan bagi orang asing yang tidak
memiliki paspor kebangsaan atau orang asing dan negara-negara
tertentu (Negara rawan atau bergejolak) dan Visa Tinggal Terbatas
diberikan setelah memperoleh persetujuan Dirjen Imigrasi.

(c) Pejabat pemberi visa berwenang atas kuasa sendiri memberikan Visa
Tinggal Terbatas:

(1) Pemohon visa setelah orang tuanya memperoleh visa tinggal
terbatas memiliki izin tinggal tetap.
(2) Pemohon visa yang orang tuanya WNI.
3) Visa Singgah saat kedatangan dan Visa kunjungan saat kedatangan orang
asing:

(a) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang
memberikan visa singgah saat kedatangan bagi orang asing untuk
keperluan yang bersifat mendadak atau di negaranya tidak terdapat RI
dengan persetujuan dari Dirjen Imigrasi.

(b) Visa singgah saat kedatangan diberikan kepada orang asing yang
bermaksud singgah di Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke
Negara lain atau kembali ke negara asalnya atau singgah ke Indonesia
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5. Muhammad Abduh mengemukakan istilah “Hukum Administrasi
Negara Indonesia” (HANI).

Penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara dipergunakan dalam
kurikulum fakultas Hukum terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku
secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum.

Hukum Administrasi Negara dapat diartikan sebagai peraturan Hukum yang
mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya
yang menjadi sebab negara itu berfungsi. Maksudnya merupakan gabungan petugas
secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas
sebagai bagiannya, yaitu pekerjaaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislatif;,
yudikatif atau lembaga pemerintah daerah yang otonomi (mengurus daerahnya
sendiri). Hukum Administrasi Negara mengatur wewenang, tugas, fungsi dan
tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara (administrator publik). Hukum
Pemerintahan (yang merupakan bagian dari Hukum Tata Negara), sedangkan
Hukum Pidana mempunyai wewenang,\tugas, fungsi serta tingkah laku para pejabat
pemerintah. Hukum Pidana melindungi para Pejabat Pemerintah yang sedang
melakukan fungsi pemerintahan. Tugas Hukum Administrasi Negara adalah
mempelajari sifat peraturan-peraturan Hukum, dan bentuk-bentuk Hukum yang
memuat turut serta pemerintah dalam pergaulan kemasyarakatan dan
perekonomian, dan juga dipelajari asas-asas Hukum yang membimbing turut serta

pemerintah itu.
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B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Sebagaimana dikemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara berkenaan
dengan kekuasaan eksekutif, namun kekuasaan eksekutif disini tidak sama dengan
apa yang dimaksudkan dalam konsep frias politica yang menempatkan kekuasaan
eksekutif hanya melaksanakan Undang-Undang.

Sebelumnya disebutkan bahwa istilah Hukum Administrasi Negara di dalam
Bahasa Belanda dikatakan dengan istilah “bestuursrecht”, dengan unsur utama
“bestuur”. Menurut Philipus. M. Hadjon istilah “bestuur” berkenaan dengan
“sturen” dan “sturing”. Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara
diluar lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Dengan begitu,
kekuasaan Pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan Undang-Undang, akan tetapi
kekuasaan Pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif.

Meskipun secara umum dianut defenisi negatif tentang Pemerintahan, yaitu
sebagai suatu aktivitas diluar Perundang-Undangan dan peradilan, pada
kenyataannya Pemerintah juga melaMm tindakan Hukum dalam bidang legislasi,
misalnya dalam hal pembuatan undang-undang organik dan pembuatan berbagai
peraturan pelaksanaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan
Pemerintahan yang menjadi objek kajian Hukum Administrasi Negara ini demikian
luas. Oleh karena itu tidak mudah menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi
Negara.

Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi
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penegakan hukum yang demikian itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian
Hukum dalam penindakan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal.
Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efesien, dalam hal
penegakan Hukum terhadap perbuatan overstay apabila dilandasi atas asas
subsidaritas Hukum pidana yakni mengedepankan prinsip ultimum remedium
dalam Hukum pidana maka penyelesaian secara adminsitratif adalah kebijakan

yang lebih tepat dan mengenai sasaran.

B. SARAN

1. Pengawasan Hukum Keimigrasian harus disesuaikan dengan perkembangan
Hukum Internasional dan kepentingan nasional di masa datang, maka perlu
dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Untuk melakukan perubahan substansi perlu dilakukan perubahan atau
penyesuaian kebijakan keimigrasian yang bersifat nasional dari
selective policy menjadi selective and non dicsciminative policy
sebagai pedoman dalam perubahan subtansi yang mengedepankan
keseimbangan’ antara pendekatan prosperity approach dan security
approach dengan berlandaskan nilai-nilai HAM Universal.

b) Harus meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan
mengunakan Teknologi Informasi guna penguatan sistem informasi
keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem
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